
 

WALIKOTA PROBOLINGGO 

 

 SALINAN                   PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR   1   TAHUN   2007 

TENTANG 

 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 2 TAHUN 2005 

TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO  

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Menimbang  :  bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo 

Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo, maka untuk 

melaksanakan Peraturan Daerah tersebut dipandang perlu menetapkan Petunjuk 

Pelaksanaan  yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.  

 

Mengingat :  1.  Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil 

dalam  lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat   (Berita 

Negara tanggal 14 Agustus 1950 ) ; 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3363) ; 

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851) ; 

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 

Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4310) ; 



6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara  Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 

8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438) ;  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1982 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3240) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990  tentang Ketentuan Keprotokolan  

Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3952) ;  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan 

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 



Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569) 

; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan 

Protokoler  dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 

Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo 

Nomor 18 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 

18) ; 

16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 

Nomor 22) ; 

17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah . 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PETUNJUK 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 

23 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN 

DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG 

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA 

PROBOLINGGO.  

 

Pasal 1 

Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 

Kota Probolinggo setiap bulan sebesar 3 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 6.300.000,- (Enam 

Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) per orang.    

  

Pasal 2 

Dana Operasional diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD Kota Probolinggo  

sebesar 5 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu 

Rupiah) per orang dan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo sebesar 3 x Rp. 

1.680.000,- = Rp. 5.040.000,- (Lima Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) per orang. 

 



Sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

SUNARMI, SH. MH 

Pembina Tk I 

NIP. 510 087 583 

Pasal 3 

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 dan Pasal 2 dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006. 

 

Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 

ini dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

 

 

     Ditetapkan di      Probolinggo 

     pada tanggal    2  Januari  2007 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

H.M. BUCHORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2007 NOMOR 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Probolinggo 

Pada tanggal   2 Januari 2007 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA,  

Ttd, 

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si 

Pembina Utama Madya 

NIP. 010 109 750 


